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PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT DPRD DENGAN MENGGUNAKAN
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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

. a.

KABUPATEN PURWAKARTA,

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tentang
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerabh;

bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) maka agar
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan
lancar perlu kelengkapan dan perlengkapan dalam
pelaksanaan rapat diupayan dilakukan tanpa bertatap
muka secara langsung dengan menggunakan teknologi
Video Conference;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam bentuk
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5650);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor

440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota (LNRI Tahun 2018 Nomor 59 TLNRI Nomor 6197);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (LNRI
tahun tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD dengan Menggunakan
Teknologi Video Conference

KEDUA : Jenis Rapat-rapat DPRD yang menggunakan teknologi video
conference meliputi rapat-rapat:
1. Rapat Paripurna;
2. Rapat Badan Musyawarah;
3. Rapat Pimpinan;
4. Rapat Kerja;
5. Rapat Komisi.
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 01 April 2020

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

TTD

H. AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

SRI PUJI UTAMI HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag WARSENO, SE

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Bupati Purwakarta;



